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IMBALAN ATAU SANKSI

Oleh: e

A, Pendahuluan

Laznnnya dalam salah satu pasal
peraturan V4 pemndmlg-undangan

dacantumkan ketentua.n mengenai .

sau.km, bask sanksi dalam am im-

balan maupun sanksi dalam arti hu-

kumarn. Hal ini dlmaksudkan antara
lain untuk menjanun diteoakkannya
aturan tersebut. Masalahnya adalah,
mampu. kah imbalan atau sanksi
tez‘sebut mengurang; atau mengatasz
perﬂaku jahat manusia? '

Tulisan ‘ini dlmaksudkan untuk |

mencoba menjawab pertanyaan di
atas, dengan secara berturut-turut
menguraﬂcan hal hal sebagai beri-
kut. 7

A. Pendahuiuan

B. Pengertian sanksi

C. Kepatuhan terhadap hukum

D.Imbalan dan sanksi

E. Penutup.

B. Pengertian Sanksi

Dalam kehidupan sehari-hari,
kita sering mendengar istilah sanksi.
Masyarakat pada umumnya
memberi ‘arti sanksi sebagai suatu
hukuman, vaitn suatu hal vyang
membuat nestapa.

Secara sosiologis, sanksi meriipa-
kan persetujnan atau penolakan
terhadap perilaku {fertentu; dengan
lain perkataan, ada sanksi positif
dan ads sanksi negatif (Soerjono
Scekanio 19820 20). Sanksi positif

mempakan mbalan sedangkan_
sanksi negatif berupa hukuman' Ga-
gasan tersebut adalah bahwa 'subjek
hukum akan menuhh saiah satu dan
me:nglnndan yang lam Kalangan
hukum lazimnya beranggapan
bahwa hukuman mempakan pende—
ntaan sedangkan imbalan merupa
kan suatu kenikmatan (Sogz_jon_o
Soekanto, 1985 &2 dan 83)..

Dari uraian di atas, nampak bah~
wa ada dua macam sanksi ya;tu
sanksi yang positif berupa 1mbalan
dan sanksi negatif berupa hukum-
an. Judul artikel ini menunjuk
kepada kedua pengeman sanksi
tersebut. e

C. Kepatuhan Terhadap Hukum

Adanya berbagai macam latar
belakang sosial, ckonomi maupun
pendidikan, berakibat pula terha-
dap motifasi seseorang untuk me-
matuli hukum.

Ada empat alasan mengapa sese-
orang patuh pada hukum (Soer
jono Soekanto dan Mustafa Abdul-
lah, 1987: 237-239) yaitu:

1. Karena mengharapkan suatu
imbalan tertentu, atau secbagai
usgha untuk menghindarckan diri
dari kemungkinan-kemungkinan
terkena sanksinya, apabila norma
iersebut dilanggar. Sebagai aki-

Poenaslie Adaled o Pophid Boe DETE  TFTUEE mrmerte pacinmer oo me o derg 55 T oo con, S8 BF . cFon o B A




Karena 1denuf1kasx
':ziimematuhl hukum' bukan karena
nilai ‘yang sesungguhnya “dari

batnya maka efeknﬁkam hukum
:-macam ini hams chawa31 ciengan
'ketat :

artinya dia

. 'l\aedah"- tersebut, tetap1 ‘karena
: ‘memelihara - ~hubungan

. warga—warga lam yzmo se-
- -.-_{'kuompok “Akibatnya adalah

.. .- bahwa hukum semacam ini akan
*dipatuhi’

: s_elama norma-norma
“tersebut 'meng'atlir ‘hubungan-hu-
-'bungan yang -dianggap ‘penting.
" Setelah dianggap kurzmg penting,
maka kekuatan hukum tersebut
akan® terpudar; karena mulai

'tidak dxpatutu oleh wa:ga yang
diatumya, '

. Karena’ merasa bahwa kepenttng~
‘an-kepentingannya - terpenuhi
atau setidak-tidaknya terlindung

“oleh hukum: Di sini-timbul mas-

* alah, karena tidak ‘mudah meng

~ atur’ kepentmgamkepentmgan

: aeklan banyak orang.

. Karena  penjiwaan dari norma-
norma tadi dalam diri para warga
masyarakat. Namun' demikian
~dan inilah - keanehan manusia,
walaupun suatu kaedah hukum
tertentu menjiwai seseorang war-
ga ‘masyarakat, tidak selalu dia
mematuhinya dalam - tingkah la-
kunya sehari-hari. Sebab kadang
Kadang manusia tidak menyadari
bahwa perbuatan-perbuatannya
menyimpang, oleh karena ada
daya tarik tertentu yang lebih
kuat. '

D. Imba}an dan Sanks:
1. Imbalan A

Seorang yang te!ah berprestas;
luar bxasa bag1 negara khususnya,

mpa hadxah hadlah ataupun san-

' Jungan—sangungan yang dapat mem-

salah satu atlet panahan kita vang

telah berpresta51 di Ohmpiade Seoul

bam»ba:m ini, Atau dapat juga di-

naikkan, pangkatnya setingkat lebih

tinggi bagi para pegawai, balk 51p11
maupun ABRIL Pendeknya sesuatu

hal yang serba menyenangkan .
Khusus dalam peristiwa p1dana

masalah imbalan ini sudah ada per-
undang-undangannya, yakni  Pera-
turan Presiden. nomor 18 tahun
1960 yang penjelasannya tercantum
dalam. Tambahan Lembaran ‘Nega-
ra nomor 2033, Peraturan terse-
but . mengatur tentang pembenan
imbalan kepada orang-orang yang
telah berjasa dalam pengusutan per-
kara-perkara pidana tertentu. Alas-
an mengeluarkan peraturan tersebut
adalah:

a. Mengadakan penertiban, keseim—
bangan dan keseragaman dalam
memberikan imbalan, dalam satu
peraturan.

b. Mempergiat pengusutan penshwa
pidana yang berhubungan dengan
peraturan devisa dan untuk mem-
perlancar peredaran barang-ba-




Peraturan tersebut berkaitan -erat

dengan Undangundang (Darurat}
nomor. 7 tahun 1955 yang lazim-

| nya dikenal "cien'gan ‘nama Undang

Undang Tindak’ P1dana Ekonomi.

Kalangan huk.um ~ lazimnya
kurang memperhankan masalah in-
balan atau sanksi positif. Secara se-
pintas akan tampak bahwa ‘sanksi
negatif ‘lebih banyak ‘dipergunakan
ab:aﬁilé":dib'éﬁdhigkan dengan sanksi
positif. Hal ini disebabkan karena
adanya anggapan kuat bahwa ‘hu-
kuman leblh efektif. Ancaman
hukuman' mempunyeu efek mena-
kutnakuti, sedangkan imbalan
hanya mempakan suatu msennf
belaka. " Namun ada pula anggap-
an bahwa ancaman hukuman (sank-
sy merupakan suatu dorongan un-
tuk  melakukan kejahatan, oleh
karena - perbuatan—perbuatan vang
mempakan penyelewengan mer-
pakan penyalur peibageu hasrat ma-
nusia yang menaalaml peibaczu ie-
kanan (Soegono Soekanto, 1985
89).

2. Sanksi (Hukuman)

Dalam arti yang luas, sanksi men-
cakup tiga bentuk, vaitu: pemulih-
an keadaan, pemenuhan keadaan
dan hukuman dalam arti luas (Soer-
jono Soekanto, 19821 21).

Permilihan keadaan akan terjadi,
apabila misalnya, A meminjam yang
‘kepada B, tetapi kemudian dia ti-
dak man mengembalikannya setelah
ditagih pada wakiu yang telah
diperjanjikan. Melalui hakim, akhir-
nya A dipaksa untuk mengembali-

kan hutang, sehingga harta kekaya-
an- B menjadi pulih sepem sedia
kala.

Suatu pemenuhan keadaan akan
tex:;ad; _apabila . misalnya ___Y__:;elah
membayar sejumlah uang. untuk
membeli barang milik Z, tetapi Z
tidak -memberikan barang tersebut
kepada Y; “akhirnya melalui. ha-
kim Z dipaksa untuk. membsnkan
‘barang tersebut kepada Y.

Ada suatu kecendemngan da.n
para penegak hukum (vang legalis
tik) untuk senantiasz mengidentik-
kan sanksi dengan bidang hukum
pidana. Padahal dikenal pula hu-
kuman perdata dan administratif, di
samping hukuman pidana. Misalnya
masalah gant rugl yang merupakan
sanksi ‘perdata, atau pencabutan
SIM .yang merupakan hukuman
adminisiratif. _

Dalam - sanks; pidana 'yang mem~
pakan siksaan atau “leed” dikenal
pembedaan antara siksaan riil de-
ngan siksaan ideal - Siksaan . riil
disebut pula sebagai siksaan materi-
il, vang contohnya antara lain hu-
kuman mati, hukuman denda .dan
sebagainya. Sedangkan siksaan ideal
disebut pula siksaan moril, antara
lain adalah pengumuman keputus-
an hakim, kewajiban untuk menga-
dakan upacara selamatan--(dalam
hukum Adat), minta maaf di tem-
pat umum dan seterusnya {Soer-
jono Soekanto, 1982: 21 ddan 22).

3. Tanggapan masyarakat terhadap
imbalan dan-sanksi.




‘Adanya stratifikasi dalam masya- .

rakat, ‘membawa dampak pula ter-

hadap tanggapan mengenai imbalan

dan  sanksi. -Dalam- kenyataannya
manusia mempunyai persepsi yang
tidak -sama terhadap dimbalan dan
sanksi. Kecuah itu, manusxa mem-

punyal---taraf_ toleran51 yang berbeﬂ :

terhadap pendentaan Se-

'bég;u ‘akibat dan pelanggaran atau- ¥,

pun. 1mbalan sebagzn suatu’ msentlf
Kedudukan -sosial . ekonomls -juga
mempunyai. pengamh denda sebe-
sar sekian puluh- ribu rupmh tidak
ada. artmya bagi . Orang yang menr
punyai kedudukan sosml ekonomls
kuat,. akan tetap1 merupakan pen-

deritaan . bag1 kalangan: s_oslal ekono- -

mis lemah. Hukuman penjara akan
mempunyai efek yang.lebih besar
terhadap warga masyarakat - kelas
menengah dan atas, apabila diban-
dingkan dengan meraka yang ber
asal dari -kelas bawah (Soerjqno
Soekanto, 1985 : 89 dan 90).

DAFTAR PUSTAKA:

_ EPenump

Dari urazan d1 atas dapat kita
simpulkan . bahwa tidak mudah
untuk menentukan apakah imbalan

- ataukah - sank51 yang lebih efektif

untuk mengurang atau mengata51
penlaku jahat manusxa Hal 1m i~

'kemungkman faktor—faktor -terse-.
‘but-: menyangkut masaiah ‘sosial,’

ekonomis " “serta nilai-nilai ‘budaya
yang -ada . dalam - masyarakat Kita.
Untuk :itu - perlu ' kiranya diadakan
penelitian, - sehingga  dalam - pem-
buatan ataupun penerapan peratur
an: ‘perundang-undangan - dapat
berjalan dengan efektif. - 0 -
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